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Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak
terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat
pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang
K etentuan-K etentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan
sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke
dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Perkembangan Pers bebas Dan Bertanggung
Jawab Di Indonesia Pada Era Refarmasi”. Penulisan ini bersifat deskritif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data studi dokumen, serta menggunakan metode analisis kualitatif Berdasarkan hasil analisis
dapat dikemukakan di erareformasi pengawasan terhadap pers oleh pemerintah melemah dengan
ditiadakannya penyensoran, pembredelan, dan SIUPP yang barhubungan langsung dengan kebebasan pers.
Dan di sisi lain kode etik sebagai pencerminan pers yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh insan pers
belumlah m.erupakan bagian yang terintegral pada setiap diri insan pers. Kondisi ini diperparah dengan
ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat untuk menyel esaikan sengketanya dengan pers sebagai akibat
pemberitaannya yang dirasakan merugakan, baik melalui lembaga hak jawab, melalui jalur hokum, maupun
menggunakan Dewan Pets sebagai mediator. Hal inilah yang menyebabkan kemerdekaan pers di era
reformasi cenderung menjadi "kebebasan pers’. Sehingga, dapat dikatakan fungsi kebebasan persdi era
reformasi mendahului fungsi pers yang bertanggung jawab. Perihal limitasi kebebasan nears dalam wuijui.i
peraturan pidanayang diatur baik di dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan
penceminan bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, namun dibatas peraturan-peraturan pidana
yang harus memenuhi syarat limitatif dan syarat demokratis.

Adapun, peraturan-peraturan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 6 (lima) bagian. Dan keenam
peraturan pidana tersebut dapat diategorikan sebagai suatu pembatasan yang bersifat universal, karenatelah
sesual dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Kebebasan Alas
Informasi. Sedangkan perihal sistem pertanggunjawaban pidana pers, telah terjadi tiga kali perubahan
dengan dua sistem pertanggungjawaban pidana pers selainaini, Diawali dengan sistem pertanggungjawaban
pidana pers berdasar KUHP yang menitikberatkan pada gjaran penyertaan dan kesalahan.

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 Tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pers, maka sistem
pertanggungjawaban pidana pers bersifat "air terjun/waterfalls system™ yang bersifat fiktif dan suksesif. Dan
akhirnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sistem pertanggungjawaban pers kembali
didasarkan pada KUHP yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan penyertaan.
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